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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 46 TAHUN 2015 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA  

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang      :  a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, maka Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal dirasa sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan yang ada, sehingga perlu 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

  b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 867 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu 

menetapkan Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal; 

      

Mengingat  : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P 

tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL. 

 

BAB I 

BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI 

 

Pasal 1 

Rincian Tugas Bagian Perencanaan Program dan Anggaran 

adalah: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;   

b. melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan dan 

penganggaran bidang pendidikan dan kebudayaan; 

c. melaksanakan analisis usulan rencana, program, 

kegiatan, sasaran, dan anggaran unit organisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian 
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Pendidikan dan Kebudayaan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan 

anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi 

pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan 

anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

f. melaksanakan penyusunan konsep penjelasan 

pemerintah tentang RAPBN Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan; 

g. melaksanakan penyusunan bahan pengesahan 

program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat 

Jenderal dan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

h. melaksanakan penyusunan bahan usul revisi program, 

kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat Jenderal 

dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

i. melaksanakan penyusunan bahan sinkronisasi 

program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan 

daerah; 

j. melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana, 

program, kegiatan, sasaran, dan anggaran bidang 

pendidikan dan kebudayaan; 

k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen Bagian; dan 

l. melaksanakan penyusunan laporan Bagian.   

 

Pasal 2 

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan 

Anggaran I adalah: 

a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan 

konsep program kerja Bagian; 

b. melakukan penyusunan pedoman perencanaan dan 

penganggaran bidang pendidikan dasar dan menengah 

dan bidang guru dan tenaga kependidikan; 
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c. melakukan analisis usul rencana, program, kegiatan, 

sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru 

dan Tenaga Kependidikan; 

d. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan 

anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 

e. melakukan penyusunan bahan koordinasi 

pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan 

anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 

f. melakukan penyusunan konsep penjelasan pemerintah 

tentang RAPBN lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru 

dan Tenaga Kependidikan; 

g. melakukan penyusunan bahan pengesahan program 

dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 

dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan; 

h. melakukan penyusunan bahan usul revisi program, 

kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 

i. melakukan penyusunan bahan sinkronisasi program 

pendidikan dasar dan menengah dan program guru 

dan tenaga kependidikan di pusat dan daerah; 

j. melakukan fasilitasi penyusunan rencana, program, 

kegiatan, sasaran, dan anggaran pendidikan dasar dan 

menengah dan guru dan tenaga kependidikan; 

k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen 

Subbagian; dan 

l. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan 

konsep laporan Bagian. 
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Pasal 3 

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan 

Anggaran II adalah: 

a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;  

b. melakukan penyusunan pedoman perencanaan dan 

penganggaran bidang pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat, layanan administrasi, dan 

penelitian dan pengembangan; 

c. melakukan analisis usulan rencana, program, 

kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian 

dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 

d. melakukan penyusunan bahan koordinasi usulan 

rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di 

lingkungan Sekretariat Jenderal; 

e. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan 

anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian 

dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 

f. melakukan penyusunan bahan koordinasi 

pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan 

anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian 

dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 

g. melakukan penyusunan konsep penjelasan pemerintah 

tentang RAPBN lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 

Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan 

Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 

h. melakukan penyusunan bahan pengesahan program 

dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat 
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